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DESKRIPSI UMUM PT. PEGADAIAN

A. Sejarah Ringkas PT. Pegadaian

Sejarah pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC)
mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan
kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada
tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan
Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintahdibubarkan, dan
masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal

mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (“liecentie stelsel™). Namun

metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktik
rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah
berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode “liecentie stelsel” diganti menjadi
"pacth stelsel" vyaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang
mampu membayar pajakyang tinggi kepada pemerintah daerah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pacth stelsel tetap dipertahankan
dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak
melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya

pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan "cultuur

stelsel” di mana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan

adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar
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dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi
masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda
mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur
bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April

1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat.

Selanjutnya setiap tanggal ‘1 April diperingati sebagai hari ulang tahun
Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan
Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat
tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan
Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa
pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi
Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut ‘Sitji
Eigeikyuku’, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang
bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M.
Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan
Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang

yang kian memanas. Agresi Militer Belandap Il memaksa kantor Jawatan

Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor
Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh
Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa

kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari
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1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No0.7/1969 menjadi

Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan
Pemerintah N0.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah
N0.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian
pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi
Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011
yang ditandatangani pada 13 Desember 2011.Namun, perubahan tersebut
efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1
April 2012.
Sejarah Pengadain Syariah

Terbitnya PP Nomor 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi
tonggak awal kebangkitan pengadaian,satu hal yang perlu dicermati bahwa PP
Nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pengadaian untuk
mencegah praktik riba. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi
Pengadaian Pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank,
telah sesuai dengan konsep syari’ah meskipun harus diakui belakangan bahwa
terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah
SWT dan setelah melalui kajian panjang akhirnya disusunlah suatu konsep
pendirian unit layanan Gadai Syariah sebagai langakah awal pembentukan
divisi khusus yang menagani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pengadaian Syariah mengacu pada sistem
aadministrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas,yang

diselaraskan dengan nilai islam.
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Fungsi operasi pengadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-
kantor Cabang Pengadain Syariah /Unit layanan Gadai Syariah itu (ULGS)
sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha lain Perum
Pengadaian.

ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara stuktural terpisah
pengelolaanya dari usaha gadai konvensinal.

Pengadaian Syariah pertama kali berdiri di jakarta dengan nama Unit
Layanan Gadai Syariah (ULGS) kemudian berkembang dikota-kota besar
seperti, semarang, surabaya.

Landasan hukumnya sebagai berikut :

1. Landasan konsep pengadaian syariah juga mengacu kepada syariah islam
yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadist, adapun dasar hukum yang
dipakai adalah: (Q S Al Bagarah Ayat 283).

Artinnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebagaian kamu mempercayai sebagaian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah SWT dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa

hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
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2. Landasan hukum berikutnya, dari Anas ra bahwasanya ia berjalan menuju
Nabi Saw dengan roti dari gandum dan sungguh Rasululloh Saw telah
menaguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau
mengutangkan gandum dari seorang Yahudi.”(HR. Anas ra ).

3. Landasan hukum berikutnya adalah jjma’ ulama atas hukum mubah(boleh)
perjanjian gadai.

Visi dan Misi PT. Pegadaian
VISI
Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi
market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik
untuk masyarakat menengah kebawah.
MISI

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu
memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah
kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang
memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian
dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap
menjadi pilihan utama masyarakat.

3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha

lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.



20

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi perusahaan merupakan alat utuk membantu pihak
manajemen dalam upaya untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan,
dan semua bidang yang ada dalam organisasi haruslah terkordinasi dengan
baik sehingga menciptakan kondisi yang baik serta mampu membawa
perusahaan mencapai tujuan organisasi.

Pada hakikatnya organisasi itu meliputi orang — orang Yyang
bekerjasama dalam bentuk aktivitas kerja yang berhubungan dengan orang —
orang maupun fungsi — fungsi yang sudah ditetapkan, dalam struktur yang
didalamnya ditunjukkan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing —
masing anggota dalam suatu sistem kerjasama.

Begitu juga PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Pandau Permai
dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan, maka kedudukan,
wewenang dan tanggung jawab anggotanya dalam struktur organisasi haruslah
dilaksanakan dengan baik. Adapun gambar struktur organisasi pada PT.
Prgadaian Unit Pelayanan Syariah Pandau Permai ini dapat dilihat pada

gambar dibawah ini :
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Struktur Organisasi Pegadaian
Gambar B.1 :Model Bagan Struktur Cabang Pegadaian Syariah Subrantas

Pekanbaru

Sumber : Pegadaian 2017
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C. Tugas dan Fungsi PT. Pegadaian

a. Tugas pokok PT. Pegadaian

PT. Pegadaian mempunyai tugas untuk menyalurkan uang pinjaman

atas dasar hukum gadai dan usaha — usaha lain yang berhubungan

dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.

b. Fungsi PT. Pegadaian

1.

Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai
dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat.

Menciptakan dan mengembangkan usaha — usaha lain yang
menguntungkan bagi pegadaian maunpun masyarakat.

Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan
pelatihan.

Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi

pengelolaan pegadaian.

D. Sumber Daya PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Padau Permai

Setiap organisasi seperti perusahaan atapun instansi — instansi

pemerintah dan sebagainya dalam melakukan pekerjaan pasti memerlukan

SDM (sumber daya manusia) dan didukung juga oleh fasilitas yang

membantu kelancaran aktivitas kerja.
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Sumber daya manusia adalah sumber kekuatan pokok perusahaan yang
merupakan faktor penggerak / pengelola bagi sumber daya lainnya yang ada
diperusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Gadai dalam perspektif islam disebut dengan istilah rahn, yaitu suatu
perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan
utang. Kata “rahn” secara etimologi berarti “tetap berlangsung dan menahan’’
maka dari segi bahasa rahn bisa diartiakan sebagai menahan sesuatu dengan
tetap. Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai

jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

E. Manfaat PT. Pegadaian

Bagi Nasabah
Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari

Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih
sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan
dengan kredit perbankan. Disamping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh
Pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh
manfaat antara lain:

a. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang

telah berpengalaman dan dapat dipercaya.
b. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat

dipercaya.
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Bagi Pegadaian
Manfaat yang diharapkan dari Pegadaian sesuai jasa yang diberikan
kepada nasabahnya adalah:

a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh
peminjam dana.

b. Penghasilan yang bersumber dari. ongkos yang dibayarkan oleh
nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian.

c. Pelaksanaan misi Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara
yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan
kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara
yang relatif sederhana.

d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang

diperoleh oleh Pegadaian digunakan untuk:

Dana pembangunan semesta (55%)

Cadangan umum (20%)

Cadangan tujuan (5%)

Dana sosial (20%)
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Dokumen ini adalah Arsip Milik :
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